XXII. III - 6

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki permasalahan yang akan dipetakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Penyebab Masalah
	Faktor-Faktor yang mempengaruhi
	Akar masalah

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Internal
	Eksternal
	

	(1)
	 
	(2)
	 
	(3)
	 
	(4)
	 
	(5)
	 
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila
	1
	Pengaruh era globalisasi dan kurangnya penanaman nilai pancasila
	1
	Masih rendahnya penanaman nilai pancasila dimasyarakat
	1
	Kurangnya sosialisasi dan penanaman nilai pancasila
	1
	Pengaruh globalisasi dan kurangnya komitmen penanaman nilai pancasila di masyarakat
	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam implementasikan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari

	 
	2
	Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
	2
	Mudahnya menerima budaya asing
	2
	Mudahnya menerima budaya asing yg belum tentu sesuai dgn budaya bangsa Indonesia
	1. 1222
	2. Rendahnya sosialisasi  tentang penanaman nilai-nilai Pancasila

	2
      





	 Masyarakat tidak perduli dengan ancaman Integrasi



	 2. Teknologi informasi yang tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa



	 
	3
	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi
	3
	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan ekonomi
	3
	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi
	3








. 
	Rendahnya sosialisasi tentang kerukunan beragama, dan wawasan kebangsaan


	3










	Kurang maksimalnya peranan FKUB, FKDM, PPWK






	 3. Perbedaan yang mencolok tentang status ekonomi dan sosial








	 
	4
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan
	4
	Rendahnya kesadaran masyarakat ttg bela negara
	4
	Rendahnya kesadaran masyarakat ttg bela negara serta kurangnya pengetahuan ttg nilai- sejarah kebangsaan
	4












	 Kurangnya sosialisasi keberadaan pendidikan wawasan kebangsaan




	4












	 Masyarakat kurang mengerti manfaat bela Negara









	 4 .Pengetahuan tentang Bela Negara masih rendah











	 
	5
	Masih belum adanya kontribusi yg maksimal dlm pembangunan kota Malang keberadaan organisasi Politik, Ormas LSM
	5
	Kurangnya pengetahuan ttg nilai-nilai sejarah
	5
	Masih belum adanya kontribusi yg maksimal dlm pembangunan kota Malang keberadaan organisasi politik, Ormas/LSM
	5










	 Kurangnya pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi politik, ormas /LSM




	5










 
	 Rendahnya peran serta organisasi politik ormas/ LSM







	5 Rendahnya pengetahuan tentang keberadaan organisasi politik. Ormas/ LSM







	 
	6
	Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik
	6
	Rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik 
	 6










	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi



	 6










	 Kurangnya koordinasi Kominda, RANHAM, Tim pemantau NGO dan orang asing




	 6










	 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM








	 6 Adanya isu SARA yg berpotensi konflik











3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 
Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023 diketahui bahwa visi pembangunan Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang selama 2018 – 2023 beserta tujuan dan sasaran masing-masing yaitu sebagai berikut:
Misi 1:  Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan   Dasar Lainnya Bagi Semua Warga  
Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
Misi 3 :  Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender  
Misi 4.  Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel 










Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH
	No
	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH
	Tupoksi PD
	Permasalahan
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	 
	(3)
	 
	(4)
	 
	(5)
	 
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender  
	1.
	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
	1
	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila
	1
	masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa
	1.
	UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum ( 30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya )

	 
	Sub Misi : Meningkatnya stabilitas lingkungan sosial
	2.
	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
	2.
	Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
	2.
	Tehnologi informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa
	2.
	PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD

	 
	 
	3.
	Pemberdayaan dan pengawasan ormas
	3.
	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi
	3.
	Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM
	3.
	Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keatuang bangsa dan politik

	 
	 
	4.
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
	4.
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan
	4.
	Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM
	4.
	Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah

	 
	 
	5.
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
	5.
	Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik
	 
	 
	5.
	Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019






3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi 
Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
	No
	Renstra K/L Renstra PD Provinsi
	Tupoksi PD
	Permasalahan
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	Sasaran Renstra K/L
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	
	(3)
	
	(4)
	
	(5)
	
	(6)

	1.
	Meningkatnya indeks demokrasi dan penghormatan HAM
	1.
	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
	1.
	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila
	1
	masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa
	1.
	UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum ( 30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya )

	2.
	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban di masyarakat
	2.
	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
	2.
	Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
	2.
	Tehnologi informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa
	2.
	PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD

	
	 
	3.
	Pemberdayaan dan pengawasan ormas
	3.
	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi
	3.
	Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM
	3.
	Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keatuang bangsa dan politik

	
	 
	4.
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
	4.
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan


	 4.
	 Tidak pedulinya masyarakat tentang pengetahuan bela negara
	4.
	Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah


	
	 
	5.
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
	5.
	Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik
	5.
	 Kurang peka di masyarakat tentang ancaman / konflik
	5.
	-Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019
- Permendagri No 61 tahun tentang  Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah












3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
	No
	Kebijakan RTRW/KLHS
	Tupoksi PD
	Permasalahan
	Faktor

	
	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	 
	(2)
	 
	(3)
	 
	(4)
	 
	(5)
	 
	(6)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Pengembangan wawasan kebangsaan

	1.
 

	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
 
 

	1
 

	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila
 
 
 
 
	1
 
 
 
 

	masyarakat tidak peduli dgn ancaman disintegrasi bangsa
 

	1.
 
 
 
 
	UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum ( 30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Partisipasi masyarakat dlm berpolitik
 

	2

	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

	2.
 

	Mudahnya budaya asing yg belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
 

	2.
 
 
 
 
 
 

	Tehnologi informasi yg tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa
 
 
	2.
 
 
 
 
 
 
 
 
	PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD
 

	
	3
	Menurunkan kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial
 
 

	3 
	Pemberdayaan dan pengawasan ormas
 
 

	3.

	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi
 

	3.
 
 
 
 

	Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM
 
	3.
 
 
 
 

	Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg bid. Keatuang bangsa dan politik
 

	
	4.
	Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat

	4. 
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
 

	4.
 
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan 
	4. 
 
	 Masih belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan organisasi politik, ormas dan LSM

	4.
 

	Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dlm dokumen perencanaan pembangunan daerah

	
	
	 
 

	5.
  
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosia
	5. 
	Masih adanya isu SARA yg berpotensi konflik
  
	5. 
	 Kurang peka di masyarakat tentang ancaman / konflik
 
 
 
 
 

	5 
 

	 -Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 440 dan 100 – 441 Tahun 2019
- Permendagri No 61 tahun tentang  Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan kajian kondisi dan situasi lingkungan tahun 2013 –2018 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis  (KLHS) dan RPJMD kota Malang tahun 2018 – 2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang, dapat dikelompokkan 3 isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian yaitu :
a. Membangun mental masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan NKRI
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan penanganan konflik sosial 
c. Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan demokrasi serta pemantapan pelaksanaan ranham berdasarkan Pancasila.
